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WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

TATA LAKSANA PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN

Memimbang

Meogingat

.

3.

HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

Lahwa Pelaksanaan Pemberian Pengurangan Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan berdasarkan Hetcntuan Pasal
107 Ayat {3) Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 17 ayvat (2)
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea
Perolehan Hak Aras Tenah dan Banpgunan ditetapkan dengan
Peraluran Walikota;

batiwa berdasarkan pertimbangan secbapaimana dimaksud
dalam hurul a distas, maka perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Tata Laksana Pemberian Pengurangan Bea
Perolehan Hek Atas Tanah dan Bangunan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Dau I Way Kanan, Kabupaten Dati I Lampung
Timur dan Kotamadva Dati 1T Metro (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38235);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 (entang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2000 Nomor
130, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor
3UHA);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indoncsia
Nomaor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  ilenlang
Perbenduahuraan Nepara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Talhun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repuhblile
Indoncsia Nomor 4355];

Undang-TIndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan,
Pengelitaan dan Tanggung Jawak Keuwangan Megara
(Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2004 Nomaor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomaor
4004,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerak
dun Relribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tembahan Lembaran MNegara
Repuhblik Tndonesia Nomor S049);

Undang-Undang Nomaor 23 Tahun 2014 tentang Pemernntahan
Dacrah  {Lembaran Mepara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 5587 schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor @ Tahun 2015 (Lembaran
Negé.ra Republik Indonesia Tahim 2015 Nomar 58, Tambahan
Lembaran Negora Bepubhk Indonesia Nomor 5679}

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 16/ P/ 2005
Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Des Perolehan
Hak Atas Tanah Dan Bangusn

Peraturan Dirckiur Jenderal Pajak Nomor PER - 158/ /2006
Tentang Perubahan Atas Poraturan Threkiur Jemderal Pajalk
Nomor PER-16/PJ/2003 Tenlang Tala Cara Pemberian
Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5617EME.03/2004
tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolchan Hak Alas
Tanah dan Bangunan sebapgaimana telah dinbah beberapa kal
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
41/ PME 03 ! 2006;

Keputusan Menterl Keuangan Nomor 5617KME.03/2004
tentang Pemberian Pongurangan Bea Perolchar Hale Atas
Tanah dan Rangunan;

Peraturan Daerah Kota Metro Momor 3 Tahun 2011 tentang
Bea Perolehan Hak Awms Tanah dan Bangunan [BPHTE]
(Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota bMetre Tahun 2011 Nomor
3l

Pernfuran Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pajak Daerah [Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro  Nomor  3).
sebagaimana telah diubah beberapa kali fcrakhir dengan
Peratiwan Daerah Kota Metro Nomeor 7 Tahun 2019 tcntang
Pajak Dacrah (Lecmbaran Dacrah Kota Mctro Tabun 2019
Nomor 7, Tambahan Lembaran Dacrah Eota Motro Tahun
20119 Nomor 7);
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Menelapkan
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Peraturan Dacrah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangksl Daerah (Lembaran
Dacrah EKota Mctro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Daersh Nomor 24)  sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019
(Lembaran Dacrah Koia Metro Tahun 2019 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

MEMUTUSEAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA LAKSANA
FEMEERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN.

BAR I
HETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini vang dimalksud dengan

L.
&

&,
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Daecrah adalah Pemerintah Kola hMero,

Pemerintah Dacrah adalah Walikoto dan Pcrangkat Daerah
sebagai unsur penyelengeara Pemerintahan Daerah.

Walikota adalabh Walikola Metro,

Badan Pengelolaan Pajak  dan  Retribusi  Dacrsh yang
selanjirtnyva discbut BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak
dan Retribusi Dacrah Kowa Metro.

Kepala BPPRED adalah Kepala Badan Pengclolaan Pajak dan
Retribusi Daerah Kota Mctro,

Pujak Daerah yang sclanjuinya  discbur  pajak  adalah
Konitiibust wajib kepada daerah yvang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan sccara
lungsung dan digunakan untuk keperluan daerah  bagi
schesar-besarnya kemalomuran rakyat.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan  yang
sclanjutnya disebut BPHTE adalah Pajak Atas Perolehan Hak
alas manah dan/ atau bangunan.

Perolehan [lak Atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah
perbusian  atau  peristiwa  hukum  vang mengakibatkan
diperalehnyva hak atas tanah dan/ atau bangunan olch crang
pribach atau badan,

Tanah adalah bagian dar permukean bumi yang diatasnya
meclckat hak-hak atas tanah,

Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah [Muk atas tanah,
termasuk  hak pengelolaan beserta bangunan di atasnys,
sebagaimuna dimaksud dalam Undang-Undang di bidang
pertanahan dan bangunan.

Perolelian Hak karena Waris adalah Perolchan hak atas tanah

dan/ atau bangunan olch ahli waris dan pewaris, yang
berlaku selelah pewaris meninggal dunia,
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Perolehian Hak karena Hibah Wasiat adualah Perolchan hak atas tanah dan/
alau banpgunan aleh orang pribadi atau badan dari pemberi hibah wasial, vang
berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.

Hak Pengelolann sdalah Hak menguasal den Negara slas tanah yang
kewenangan pelaksanaannya schagian dilimpahkan kepada pemegang haknya
uniuk mercncanakan peruntukan dan penggunasn tanah, menggunakan
wnah untuk keperuan pelakssanaan tugasnyva, menyerahkan bagian-bagian
tanah terscbut kepada pihak ketiga danjatau bekerja sama dengan pihak
ketiga,

Nilai Perolchan Ohjek Pajak Bea Perolehan Hak Tunah dan Bangunan vang
selanjutnya disehut NPOP-BPHTRE adalah besaran nilai perolchan objek pajak
vang menjadi dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,

Nilui Perolchan Objek Pajak Tidak Kena Pojak vang selanjuinya discbul
NPOPTEL* adalabh Nilai Objck Pajak yang dikurangl dari Milai Perolehan Objck
Pajak schclum dikenakan tarif BFHTB.

Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan vang sclanjinnys disebut NJOP-
PEB adalah Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjads
secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan
melalai perbandinpgan  harga dengan objek lain vang sejenis atau nila
perolehan baru atau NJOP pengganti,

Pengurangsn Pajak adalabh pomberian keringanan pajak yang teruiang ains
ahbyek pajak.

Program Pendallaran Tanah Sistematis Lengkap vang sclanjutnya chsebut PTSL
adalah Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara
serentak bagl semua objek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik
indonesia dalam satu wilayah Desa/Keluraban atau nmna  lannya  yang
schngkat denpan ilu.

Pasal 2

Walikols  atau  pejabat vang ditunjuk  dapat memberikan pengurdangan
ketetapan BPHTB berdasarkan permohonan Wajib Pajal.

Atas permohonan Wajib Pajak, dapat diberikan pengurangan BPHTE dengan
memperhatikan hal hal sebagail berikul :
a, Kondisl terteniu Wajib Pajak vang ada hubungannye dengan Objek Pajak
vaitu
1, Wajih Pajek Badan wang memperaleh hak barma sclain Hak
Penpelolaan dan telah menguasal tanah dan/atau bangunan scoara
fisik lebih dard 20 (dua puluh) shun yang dibuktikan dengan sural
permyataan Wajib Pajak dan kelerangan dari Pejabat Pemenntah
Dacrah setempal;

2. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/«alau
bangunan Rumah Sederhana (R3) dan Rumah Susun Sederhana
serta Rumah Bangai Scderhans (RSS) yang dipernleh langsung dan
pengembangan dan dibayar secars angsuran;

3. Wajib Pajak arang pribadi vang memperoleh hak karena watisan atan
hibah wasial vang diterima crang pribadi yang masih dalam
hubunpan keluargs sedarah dalam gans kelurunan lurus satu
dergjal kestas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah
wagiat, rermasul suami/ istd;
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4, Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperocleh hak baru melalud
program pemerintah di bidang pertanahan membayar schosar yang
tercantam dalam bulaa tanah.

b. Kondisi Wajib Pajak vang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu
vallu ;
1. Wajib Pajok yang memperolch hak stas tanah melalui pembelian dan
hasil gant rugl pemerintah yang milai gontl rugings di bawah MNilai
Jual Ohick Pajak;

2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah scbugan penggant atas
tanah dibebaskan oleh pemenntah untuk kepentingan umum;

A,  Wajib Pajak Badan vang terkens dampak krisis chonomi dan moneter
vang berdampek luas pada kehidupan perckonoinian nasional
seningga Wajih Pajak bharus melakukan restruklurisasi usaha
dan/atau utang usaha sesual dengan kebijaksanaan permerintah,

4. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesis (KORPEI]
vang mempernleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam
rangka pengadean perumahan bagl anggota KORPRI/PNS;

5. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atan bangunan
vang tidak berfungsi lagi scperti semula disebablan beneans alam
atou sebab-sebaly lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor,
gempa bumi, gunung meletus dan huru-hara yang terjadi dalam
jangka wakiu paling lama 3 [(tiga) bulan sejak pena ndatanganan dkls;

fr.  Wajib Pajak vranp pribadi Veteran, Pensiunan PNS, Purnawirawan
TNI, Purnawirawan POLRI atau janda/duda-nya yang memperoleh
hak alas wanah dan fatau bangunan rumah dinas Pemerintah.

BAE 1i
BEESARAN PENGURANGAN KETETAPAN BPHTE

Pasal 3

{1] Besarun Pemberian pengurangan Pajak BPHTR ditetapkan dengan keteniuan
schapal benku ;
a. Peopurangan DBPTITB sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk :

1)  Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau
bangunan Rumah Sederhanas (RS) dan Rumah Susun Sederhana
seria Rumah Sangat Sederhana (RSS) vang diperoleh langsung dan
pengembanpan dan dibayar secara angsuran;

2] Tanah dan; atau Bangunan  yang  digunagan  kepentingsn
sekolah funiversitas dan  sejenisnyn, rumah  sakit swasta milik
msliius.

b. Pengurangan BPHTE sebesar 30%; (lima puluh persen) unrk ¢

1) Wajib Pejak Badan wang memperoleh hak bara selain  hak
pengeiolaan dan telah menpuasd lanah dany atay bangunan sccarda
fisik lebih dari 20 {dua puluh) labun yang dibuktikan dengan surat
pernyvataan dan koterangan dari pejabat pemerintah sctempat;

2)  Wajib Pajuk orang pribadi yang memperoleh hak karena warisan ataw
hibuh  wasiat yang diterima orang pribadi yang masibh  dalam
hulangan  keluarga  sedarah dalam garis kelurunan lurus sata
dergjat keatas atou satu derajat kebawah dengan pemberi hibah
wasiat, termasulk suam/1stn;
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3] Wajih Pajak yang memperolch hak atas tanah melalui pembelian dari
hasil ganti rugl pemerintah yang nilai gant ruginya dibawah Nilai
Jual Ohjek Pajalk;

1) Wajib Pajak vang mermnperoleh hak alas tanah dan/alau bangunan
vang lidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam
atall sebab scbab lainnyva scperti kebalkaran, banjir, lanah longsor,
gempa bumi, gunung meletus dan huru-hara yang tereud dalam
jangks waktu paling lama 2 [tiga) bulan scjak penandatanganan akia;

5) Tanab dan} atau Bangunan vang digunakan kepentingan sosial atau
Pendidikan yang semala-mara tidak unluk mencari keuntungan
anlara lain untuk pant asuhan, panti jompo, rumah yabim piat dan
Lembaga pelavanan sosial masyvarakat.

c. Pengurangan BPHTB schesar 75% (lima puluh persen) untuk
1} Wajit Pajak orang pribadi vang memperoleh hak baru melalui
program pemerintah di bidang pertanahan dan tdak mempunyal
Lemuampuan secara ckonom i

2] Wajib Pajak Badan vang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter
yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional
schinges  Wajib Pajak harus melakukan restrukrurisasi usaha
danfatau utang usaha scsuai dengan kebijaksanasn pemerintaby;

3]  Wajib Pajak orang pobadi Vereran, Pegawai Negeri Sipil (PNS),
Tenlara Masional Indonesia [TWNI), Polisi Republik Indonesia [POLREID,
Pensiunan PNS, Pumawirawan THI, Purnawirawan POLRI atan
janda/duda-nya yang memperoleh hak atas lanah  dan/atau
hangunan mmah dinas Pemerintah.

d. Pengurangan BPHTB schesar L0 [seratus persen) untuk :
1] Wayib Pajak yang memperoleh hak atas tanah schagai pengEant atas
tanah yang dibcbaskan oleh pemerintah untuk kcpentingdan umum,
2] Wajib Pajak Badan Korps Pegawail Republik Indonesia (KORPRI)
vang memperoleh hak atas tanah danfatau bangunan dalam
rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORFRIPNS;

¢, Wajih Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak baru melalud program
pemerintah di bidang pertanahan membayar sebesar yang tercanturm
dalarm bul tanah.

Fasal 4
(1] Walikota mendelegasikan pemberian pengurangan BPHTB kepada Kepala
GFPPRD.

(2} Kepalas BPPRD  atas namsa Walikola memberikan Fengurangan BPHTD
sehapaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam hal pajak yang lerutang
paling banyalk Kp. 2.500.000.000,00 {dua miliyar lima ratus jula rumah).

BAE HI
TATA CARA FEMEERIAN DAN PENGAJUAN

Eagian Kesatu
Tata Cara Pemberian Pengurangan

Pazal 5

(1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan BPHTE kepada Kepals
BFPRT2.
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Permohonan BPHTB dinjukan secara lertulis dengan disertai alasan yang jelas
dalam jangka waltu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat werutang BPFHTE.

Kepala BPPRD sesuai dengan kewenangannye dalam waklu paling lama 2
([dua} bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus
memberikan keputusan atas permohonan pengurangan BPHTB yang
diajukan Wajib Pajak.

Keputusan asehagaimana dimaksud pada ayal (3] berupa mengabulkan
atau mennlak permohonan,

Apabila dalam jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayal (3) welah lewat
dun Kepala BPPFRD lidak memberikan kepurusan, permohoensan pengurangsn
BPHTB yang diajukan dianggap dikabulksn dengan mengacu pada ketentuan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Pengurangan

Pazsal 6
Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan Ketetapan BPHTE sebagaumana

dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sccara terlulis kepada Walikota Cg. Kepala
BFPRTY.

Permchonan schagaimana dimaksud pada aval (1) harus dilengkap dengan
persyaratan sckurang-kurangnyva antara lam

a. Unmik Rumah Sederhana [RS), Rumah Susun Sederhana dan Rumah
Sangat Sederhana (R338) vang dipervleh langsung dan pengembang dart
dibayar scoara angsuran -

1] Identitas Kependudukan (KT

2] Bukti kepemilikan Rumah Scderhana  (RS)/Rumah Susun
Sederhana/Rumah Sangat Scederhana [(RS5);

3]  Perhitumgan S5PD BPHTE;
4}  Bukli 3PPT-PBB tahun berjalan; dan
5)  Sural permyataan perolehan rumah dari pengembang,

b. Untuk Wajib Pajek Badan yang mempercleh hak bara sclan hak
pengelolasn dan telah menguasai tanah dan/alan bangunan sccara sk
lebih dari 20 {dua puluh) tahun

11 Identilas Kependudukan [KTPL
2] Akte Pendirian dan Perubahannya;

3] Sural pernyataan penguasasn secara fisik dan  ketcrangan  dard
prjabsl pemerintah setempat,

4)  Kepulusan Kepala Kantor Pertanaban Ko Metro, mengenai
pernberian Hak Guna Bangunan alaud bak lauigya;

5) Perhitunpan 33P0 BPHT'B; dan
)  Melunasi SPPT-PBB 5 (lima) tabun terakhir.

¢, Untuk Wajib Pajak yang memperolech halk atas tanah melalui pembelian
dar hasil gant rugi pemerintah yang nilal gunll raginya dibawah NJODP
1] Tdentitas Kependudukan (KTP);
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2y Surat keterangan hasil ganti rugi dari pemerintah;
3)  Akte Jual Beli; dan
4] Melunasi SPPI-PBE 5 [lima) tahun terakhir.

Untuk Wajib Pajak yang memperaleh hak alas lanah sebapal pengganti
atas tansh yang dibcbaskan aleh pemerintah unluk kepentingan wmurm :

1]  Tdentitas Kependudukan [KTP);

2] Surat keterangan penggatiti atas tanah dan pemerintah;
3] Surat kavling atas tanah ataa surat sejenisnya; dan

4}  Melinasi SPPT-PER 5 [lima) tahun terakhbir.

Tanah dan/atau bangunan yang digunakan kepentingan Isnsia_l, ANtATH
lainn untuk panti asuhan, panti jompo, rumah valim piatu, lembaga
pelayanan sosial masyarakar .

1) Tdentitas kependudukan {KTF];
2] Akte Pendirian dan Perubahannya;
3}  Surat lzin Usaha dari Instansi berwenang,;

4} Surat keterangan atas lanah danjatan bangunan yang digenakan
kepentingan sosial darl pejabal setempat; dan

5 Melunasi SPPT-PBE 3 (lima) lehun erakhir.

Tanah dan/atau bangunan yang dipunakan kepentingan pendidikan,
antara lain sekolah/universitas dan sejenisnya, ramah sakit swasta mihk
insritiasi

L] TIdentitas Kependudukan (KTP|;
2]  Akte Pendirian dan Perubahannya;
3] SBurat lzin dan Instans herwenang;

4] Surat keterangan alas lanah danjatan bangunan yvang digunakan
leepentingan pendidikan dan kesehatan dari pejabat setempat;

5}  Mclunasi SPPT-FBE 5 (lima) lahun lerakhir.

Wajib Pajak yang terkena bencana alam seperti banjir, gempa bumi,
kelrakaran dan lain-lain -
1} ldentitas Kcpendudukan (KTE);

2y  Bencana alam sckurang-kurangnya telah dinyatakan oleh pemerintah
batk resmi maupun herdasarkan keterangan atau informasi dan
lembaga pemerintah,

3] Buku keadaan objck pajak terkena bencana alam;
4]  Melunasi S8PPT-PBB 3 (ima] tahun lerskior,

Wajib Pajak Orang Fribadi yang memperoleh hak baru melalul program
pemerintah di bidang pertanshan (PTSL) dan sejenisnya membayar
sebesar vang tercantum dalam buku tanah ;

1} ldentitas Kependudukan (ETF),
2} Bukli Kepemilikan Hak Atas Tanah;
3 Melunasi S3PPT-FBB 5 (lima) tahun terakhir,
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(<)

i, Wajib Pajak Ovang Pribadi yang namanya lercatat sebagai _p:zneﬁma
rumah dinas dari pemerintah yvaitu Veteran, Peguwai Negeri Sipdl (PNS),
TNI, POLRI, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNIfPOLKIL  atau
junda fdudanya
1} Tdentitas Kependudukan (KTF);

2)  Keputusan dari instansi pemerintah bersanglkutan yang menetapkan
sebagal penerima rumah dinas dar pemerintah;

3] Kartu ldentitas Pegawai/ NEP;

4]  Surar Kepulusan Purna Baklif Pensiun;

53) Kartu Keluarga (KK); dan

i)  Mclunasi SPPT-PBB 5 (lima) tahun lerakhir.

Pasal T

Pemberian pengurangan BPHTE hanya dapat diberikan untuk | {satu) S5PD-
BPFHTE per wajil pajak.

Terhadap Wajib Pajak yang sama vang memiliki beberapa objck pajak hanya
dapat mengajukan permohonan pengurangan BPHTE untuk 1 [(sal] objek
pajak yang NPOPnya terbesar diantara objek pajak yang lainnya,

Dalam hal Wajib Fajak tclah diberikan penpurangan BIHTB dan (elah
diterbilkan keputusan pengurangan, maka  Wajib  Pajak  tidak  dapal
mengajikan permohonan pengurangsn atsu keringanan atan pembebasan
BPHTRE atas abjek yvang sama.

Pasal 8

Berdasarkan permohonan pengurangan BPHTE dari Wajib Pajak sclanjutnya
Kepala BPPRD menunjuk Tim unluk melakoken pemerilsaan lapangan objek
pajok BPHTE.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan selanjutnya dilakukan vernifikasi
beritas dan data dengan kelentuan akhir sebagai beriloar

a, Menolak permohonan apabila permohonan beserta persvaratannya tidak
memenzthi ketentuan Pasal &; atzu

k. Menerima permohonan apabila pernmohonan Deserta persyaratanigsa
mermenuhi ketentuan Pasal 6, antara lain

1] Terhadap permohonan yang dilolak sebagaimana dimaksud pada
hurmif a, Kepala. BPPRD menerbitkan suret penolaken vang disertad
dengan alazan penolakan;

2] Penvampaian surat penolakan scbagaimana dimaksud pada haruf a,
dizampaikan kepads wajib pajak yang bersangkutan paling lama 7
[tujuh) har kera scjak dilandatangani surat penolakan,

3} Dalam hal permohonan  pengurangan  diterima  scbagaimana
dimaksud pada hurul 1y, Kepala BPPRD menerbithkan sural
kepullisan pengurangan;

1) Keputusan pengurangan scbagaimana dimaksud pada hurof b

disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 7 {tujuh ]| hari kerja
sejak ditandatangani;
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5] Format hasil pemeriksaan lapangan ohjek pajak BPHTB sebagaimana
dimaksud pada pasal # tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakun satu kecsatuan dan bagian tidak terpisahken dari
Peraturan Walikota i, .

f) Format Keputusan Pengurangan sebagsimana dimaksud pada Pasal
8 tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan satu kesatuan dan
bagian hidek terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pazal 9
Ketentuan lebih lanjut yang bersifal teknis ditetapksn dengan Keputusun Kepala
BFPRL.
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Terhadap Wajib Pajak vang telah memperolch keputusan pengurangan BPHTB
sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tidak dapat mengsjukan permohonan
kembali atau mengajukan permohonan kelebihan pembayaran BPHTB atas objck
pajak vang telah memperoleh keputusan lersebut.

BAB YV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal dinndangkan,

Agar setiap orang mengetahuinys, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dalam Berita Dacrah Kola Metro.

2N, ; Ditetapkan di Melro
- SR P T P | [ E Padst 1 & Meverelta- I}
O i WALTKOTA METRO,

Fo e ;

Dlundangkan d: Métm
Pada langgal 2 Mev@edesl 2020

Pj. SEKRETARIE DAERAH KHOTA METRO,
¥
-
MISNAN

LEMEBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR ‘[1}-5_
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Lampiran I : Peraturan Walikota Metro
Nomor @ 4 Taher 2020
Tanggal : 2 MVesby™ 2030

Lampiran + 1 (saku) set
Hal - Permohonan Pengurangan BPHTL

Yih. Walikota Metro .
.. Kepala Badan Pengelolaan Pupak dan
Rerribust Daeerah Kota Metro

¥ang bertancda tangan d1'|:|awu.11 i -

WARRA: 0000 e R LR e A R e P P e

NPFWE e e r e e

Alamat e o e K S B R i e
Eeliurahan®) SRS e e e 0SS e R L B i e e R e
Kecamatan NGy PN Lot b et o R

Kota®| g T e T e i e s D Ve N 0 R

Namior Telepon, Hp E e I TR i A e e o T T e e

Alns objek pajalk :

NOoTP K e e e e T G M S

Alamat PR e O P L S TS ol e T A A U At s
HKelurehan®*) B R N A RS St i A AN B oGl i S 3wt L
Erecasnatan e e A e g o 0 4 g ik

HKota®] T P it syt pru e

Nilai Perolehan Olxek Tajak (NFOF) F D T e i g
Milai Pemlehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOFTER) R i o
Nilai Peralehan Objek Pajuk Kena Pajak (NPOPKF) & e e i
BPFHTH yang terulaog @ e

Mengajulkan pererohonan pengurangan BIHTE scbesar e T
T PR R R persen) dari BFHTB yang terlang.

Alssan mengajukan permohonan :

Beraama ini dilampirkan -

1. foto copy SPET/SKPTF) Tahun Pajadk .. T

2, Sural Kuasa Khusug/! surat kuasa®) dalaun hal wrﬂt permohonan Udak ditandacangani Wajib
Iajak ;

3. dokumen pendukung lainnya :

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Mg i T 2.
Wajib PEI_.]F.LI'I’._." Kupsa Wajil F‘ﬂjﬂkﬂ

Do e R S AR R |
-,: . WALIKOTA METRO,
A o P
T A PAIRIN
RS 2o LA
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Lampiran Il : Peraturan Wahkota Metro

Narmor @ e 2020
Tanggal : & Hvewt™ 2030

PEMERINTAH KOTA METRO
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
JL A. H. Nasution No 5 Metro, Telp (0725} 41001 Fax. (0725 17423
wen, metro.go, id

Nomor

Sifat : Begera

Lampiran : 1 [zsatu} Berkas

Perihal  : Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Pengurangan BPHTB

FihRdy LR

Sehubungan dengan surat permohonan Pengurangan BPHTE Saudara nomor ... tanggal
........... alus Objek Pajak dengan NOP........--

dengan ini diberitahukan bahwa akan diadakan penelitian di lapangan pada hari.. tanppal
________ sampai dengan hari ......., tangeal ..

Demi kelsncarsn jelunnya penelitian, diminta bantuan Saudara sizs kossanya antuk
mendampinpl petugas peneliti

Demikian unmk mendapat perhatian Saudara.

KEFALA BPFPRD
KOTA METRO

FEFFF SR FFF A IEEA AL NN R N R

{'Fanglmt,-’ﬁﬁlungﬂn]l
NIP ..

WALIKOTA METRO,

ACH PATRIN
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Lampiran [II : Peraturan Walikota Metro
Nomor : ‘{1"1 TRy 2020
Tanggal : & Wl=lntr  apap

PEMERINTAH KOTA METRO
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
JL A, H Nasution No 5 Metro, Telp (0725] 41001 Fax. (0725) 47423

W mebro. o iud

Sehubung@n dengan pengajusn permohonan pengurangan BPFHTE ofely Wajil Pujak, denpon ind komi
memerintahkar kcpada

1. Nama e b e P 9o et e et s e B g B
MiE E e L s s
Pangkal fGOL B B B o 1 i iy 6 o ] A
Jalatan e O R e e i

2. Wama el e A Y e P LB S T L i e
HIP R e T B P e i Y
Panghkat/ (30L T g L Ut o e O, S
Jabeatan P L E s e A I P S R e

Unituk melaksanakan penelitian di kanmr;rhlapmgm‘] atas permohonen pengurangan BPHTE yvang

dh:_]u}:ml Tahun PEJEE wwms .
Neimor et PermO ol S S e e S A A
Tanggal surat wrmnhnnan ..........................................................
Mama Wajib Pejak e s e S o
Alamat Wajib Pajak £ BB 8 o W i S S e o B
Momor Objek Fajak e B e A R
Alamat Ohyek Pajuak e e T T F T e

2. Nomor SUTEE PEFTTHONOMATL © wossriariienmisinetiss e tbe st n o s cmssmms memmmnessmmsn
Tonzeal surat PeTTOBOTERIT 1. i ihe e draresss s i8 ondri sasasiassoed o ioass
Mama Wajib Pajok e e N T B b R
Alamat Wajibt Pajak b A i R e e e
Nomor Objek Pajak R T R s
Alamal Dhjek Pajak o T e R LN R T S T

milal Carmpmeal e aampai dengan ENEEAD ...

Demikian untnk dilaksanaken den setelah seleaai melakeanakan togas agar menvampailean laporan.
Kepada Wajilhh Pajak, kuasa Wajik Pajek danjfatan pihak terkait kami munla bentusn untuk
kelancaran pelakaanaan mgas lersebod,

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal ........... | i

HEFALA

s Er
TembBLIBATL & . cciiiiin i irares lP'EIﬂE.kEtJ"'f"ﬂlﬂﬂm'iH]
{1 | Er e A

WALIKOTA METRO,

; /Cﬂ/_ e

PAIRIN
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Lampitan IV : Peraturan Walikota Metro
Nomor: 44 “Tahen 2020
Tangeal : & Mevéeloer  200()

LEMBARE PENELITIAN PEREYARATAN PERMOHONAN PERGURANGAN BPHTH
Homor & .ooceeveemmnarn smnen

I. Suorat Permohonan

Momor dan tanszal T
Tangzal Teroe Surat T o e A AN BT S
MNomor LA/ BPS R e R
Ii. Tdentitas Wa|fb Pajak
Maina b S ot P C RGeS e
Alamat Tl O SO e T e T A T o ST
NPWP e e R S D T o e
IOI. Ideatitas Eoasanya®)
Nama R TR e S S L TR
Alamet T e e R
V. Ketetapan BPFHTE
NOP B R e e
Beaamya BPHTB yang terutang @ i
Tahun Pajak R S A P e ka
V. Penelitian Persyaraten™*|
| NO URAIAN = " | YA | TIDAK | KETERANGAR
1 | Satu surat permohonan untuk 1 {sataySsPp - | [ | i

| BFLTE - :

& [ Disjukan sccara tertulia dalam Bahasa lndonesia
3 | Disjukan kepada Wa]i]-;aiu w.p Kepala BFFRD |
4 | Persentass peogurangan dicantumkan dan disertei |

alasat vang j:hw

5 | Melainpirkan fowkopi SPPT/SKPDY B | i

£ | Ditandatenseni olch Wajit Pajak alau : J

ditandatangan oleh kuasanve dengan

melampitkan Surat Kinasa Khusus/ Surat Kuasa*™)
7| Jangka waktn petgajuan permohonan terpenuhi

& | Tidak memitild tungpalkan PRE tabun l"ﬂ.]“k
schelumnva

2 | Wajib Pajak belum ]::-:mﬂh mehgajnkan
pengurangan BPHTE ates objek yang sama

VI. Berdasarkan peneclitinn persyaratan sebagalmana dimsksud pada angka ramawi V,
permobonan Pengnrangan dimaksod memenuhi/fidak memenuhi**! pereveratan.

Mengetahngi
Kepala Biulang Penetapan dan Penagihan

Heterangan ¢

*) diisi dalam hal dikussaksan

) coret yang tidak pﬂﬂﬂ

=¥} diini tanda checklist “." Pada kﬂlﬂm “ya’latau kolom "tidak” sesuai berkas yang
tersedia -

/L’E_’, ' WALIKOTA METRO,

— A0 O F
o JUR | “‘] ,A@Pﬂnm
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Lampiran V : Peraturan Walikola Metro
Nomor © 4 Tabun 2020
Tanggal : # Midewlty~ 2020

PEMERINTAH KOTA METRO

"__:_" BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
N Ji A, H, Nasution No 5 Mefro, Telp (0725 41001 Fax. (U725] 47423
- www. metro, go. id
[E——— =—S—FEEpRSEEaE———— I ——— — — e

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Memors TP s s

Berdasarkan penclitian di kantor/penelitian dikantor dan di lapangan®| sesuai
surat Tugas:

g, penelitian di kantor nomor .....ceeeeeeeneee- tangpel i 3

b. penelitian di lapangan nomor ........oeee- tamgEal g

leluh dilakukan penelitian di kantor daci tanggal ... sampa dengan

tanpgal dan penelitian di lapanpgan dan tanggal ... sampal dengan
2L 77 | B Rt terhadap permohonan Pengurangan yang diajukan secars
perseoranpgan oleh wajib l’aﬂkfkuaaa Wanh Pajak™):
Nt WanlPaml: ™ 8 erevresscsseeesssssrsssem
Alamat Wajib Pajak S e R T R
Warma kuasa Wajib Pajak B b ki AR R R P
Alamat kuasa Wajib Pajak s e
mciahil surar nomor o Langeal . ..., oo yang diterima BFFELD Kota Motro.
1. UMUM
1. NGr R e L A TR L G e

2. Alamat Ohjek PH_]_Ek

3. Tahun Pajak 3
4 Jenis Kelelapeatl : SSFD,"SH_FD’I

J. BPFHTD Terutang I o i o T Y T

II. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 28 Tehun 2009 tenwang Pajak Daerah dan Retribus Dacrah.
%, Peraturan Daerah Kots Melro Nomor 3 Tohun 2011 tentang Bea Perolchan Hak Atas
Taneh dan Banpunan.
3. Peraturan Walikota Metro Nomor ... Tahun ... tentang Pembenan Penpurangan
Bea Perolehan Hak Ataz Tanah dan Bangunan.

III. HASIL PENELITIAN
1. Penelitian i kantor



IV. KESIMPULAN DAN USUL
1. Kesimpulan

..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

.....................................................................................................................

2. Saran
MELIO, ..uvvnenenininnaninnnns 20.....
Petugas Peneliti II Petugas Peneliti I
311 NIP oo
Mengetahui :
Kepala Seksi Kepala Bidang Kepala BPPRD
............................ Penetapan dan Penagihan Kota Metro
NIP i, NIP .o, NIP ...............................
Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

WALIKOTA METRO,

NA

b T
:

ACH PAIRIN
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Lampiran VI : Peraturan Walikota Metro
Nomor @ 4 Tahw 2020

Tanggal : 2 Welu-kay™ 2020

de e = PEMERINTAH KOTA METRO
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
J. A. H. Nasution No 5 Metro, Telp (0725) 41001 Fax. [0725) 47423

E=a www. metro.go.id
MBI oo coiirn on s ks 20
Nomor
Sifat ; Sepera
Lampiran ;1 {satu) Berkas
Perihal ; Pembentahuan Permohonan Pengurangan BPHTE  Tidak Dapat
Dipertimbangkan
N RS s i s b
Schubungan dengan pormeohonan Pengurangan Saudara atas Objek Pajak dengan
Nomor Objck Pajak [HOP) e, Melalti surat nomor ...
tanggal ...ovo0ie yang diterima tanggal ..o , Bersama ini disampaikan

bahwa berdasarkan pencliian kami, permohonan pengurangan Saudara tidak
memenuhl ketentusan antara lain vaita

B e S T ;
BB i s A S -
D e Y

Schingga permohonan Pengurangan Saudara tidelk depat diperliimbangkan dan
terlampar dikembalikan berkas terkadt.

Alas perhabian dan kerjasama saudara disampaikan terima kasih.

KEPALA BPFPFRD

i1 § 4 RN e e ol
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Lampiran VII ; Peraturan Walikota Metro
Nomor @ MY Tabew 2020
Tanggal : & Mo 3020

PEMERINTAH KOTA METRO

- BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
s T J1. AH. Nasution No. 05 Kota Metro Telp, [07235)
www.metro.go.id
KEPUTUSBAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA METRO
NOMOR : /KPTS/B-05/20....
TENTANG
FEMBERIAN PENGURANGAN ATAS PEMBAYARAN
EEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
KEFPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA METRO,
Menimbang a. fural permehonan  pengurangsn  keletapan BPHTB atas
iy ¢ i - EMRRSBE o [ 5.5 | | o) R tangeal. ... ...
b.Hasil  Pemeriksaan  atas  Permohonan  Pengurangan
sebagaimana dituangkan dalam Berits Acara  hasil
Pemeriksaan  Permohonan Pengurangan BPHTE  tangsal
c. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan vang dlialml-:an oleh
Tim Pemeriksa Lapangan pada tanggal.........ecveeee.. :
d. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada hurof a, b dan ¢
di atas, maks perlu ditctapkan Kepulusan Kepala Badan
Pengelnlaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Mcetro Tahun
o4 CE. ;
Mengingat 1. Undang Undang NWomor 21 Tahun 1997 tentang Bea

Memperhalilkan

b

Ferolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 i(entang Pajak
Daerah dan Retribusi Dacrah;

Peraturan [Daerah Kota Mctro Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Bea Perolehan Hak Atas Tanoh dan Bangunan;

. Keputusan Menterni Keuangan Nomor 5617KME.03/2004

tentang Pemberian Poengurangan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan schagaimana lelsh diubah boberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
91/ PME. .3/ 2006;

- kepurusan  Menteri Keuangan Nomor 5617 KME.O3/2004

tentang Permmberan Pengurangsn Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan;
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3. Peraluran Walikota Metro Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Sistern dan Prosedur Pemungutan Bea Perglehan Hak alas
Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah beherapa
kal terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun

2017,
MEMUTUSKAN :

Menetapkan -

KESATL ! Mengabulkan/Menolak Permohonan Penpurangan/ Keringunan
Beq Perolehan Hak Alas Tanabh den Bangunan VHIIE terutaty
kepada Wajib Pajak ;

Wajib Pajak R
Nama e SRS e B
NOT B e S T
Alamat S AR T S R
Kelurahan e s B Sy
Eecamatan 5, o e T Y g s
Kota M o L G oS

KEDUA : Besual dengan Keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum
Kesatu, maka besarnya BPHTB yung seharusnya dibavar
scbagai berikul :

4. BPHTB Terutang o R,

b. BesarnyaPengurangan Rp............

¢. Jumlah BPHTB yang harus dibayar Rp...._.._......
Pemberian pengurangan diberikan berdasarkan perlimbangan
hasil lermbar penelitian,

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tangpal ditetapkan,

Ditetapkat di Metro
Pada tanggal 0

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH EOTA METRO,

LEE e L NN NN I I T TNRNNENNY

WALIKOTA METRO,

———

g PAIRIN
e



